
1. Undang.Undang NoJnor S Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indooesia Tahun 1962 
Nornor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomo, 2387); 

2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye{enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Norno,- 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tenting Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahoo 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noma, 4844); 

BUPATI kEPUL.AUAN SlAU TAGULANDANG BIARO, 

; a. bahwa dengan memperhatikan Pasal 2 Peraturan Daerah 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah perlu 
menetapkan S<Jsunan OrganisaSI, Ura!an Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah /IJr Minum; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud 
Pada huruf a di atas, pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupatl Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 

TENT ANG 
KEDUOUKAN, SUSUNAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM (PDAMJ 

BUPATI KEPULAUAN SIAUTAGULANDANG BIARO 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO 

N0MoR 51 TAHUN 2011 
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S. Undang-tlndang Noma( 33 Tat,.,n 2004 tentang Peri-­ 
Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerintahan Oaerati 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor +HS); 

6. Undang-Undaog Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupab!n Kepuauan Siau Taguandang 8iaro di PrOlinsi 
Sulawesi utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahl#l 
2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Repijirtk. 
lndcoesia Noma( 4691); 

7. Undang-tlndang Noma( 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor '\7, 
Tambahan Lembaran Negara Replt>lik Indonesia Nomor 4725); 

8 Undang-llooang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Peruodang-undangan (lembaran Negara Republik 
lndcoesia Tahm 2011 Noma( 82, Tambahan lembaran NegNa 
Republlk Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repwlik 
trdonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Reput,lik Indonesia Nomor 4576) sebaga!mana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
PenJbahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasl Keuangan Daerah (L.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155}; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indooesia Nomor "1578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal {l..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan L.embaran Negara Republik. Indonesia 
Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repoblik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomot" 41 Tahun 2007 tenta� 
Organlsasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5103); 

Menetapkan 

IS. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah /1,jr 
Minum; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Oaerah; 

18. Peraturan Oaerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah 
Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 
Nomor S). 

MEHUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUOUKAN, SUSUNAN, URAIAN, 
lUGA.S DAN FUNGSI ORGANISA.SI DAN TATA KERJA 
PERUSAHMN DAEJWi AIR MINUM (POAM). 

SABI 
KETENlUAN UMUH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan &Jpati ini, yang dimaksud dengan : 
L Oaerah adalah Oaerah Kabupaten Kepulauan Siau 

Tagulandang Biaro; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bopati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 
3. Kepala Oaerah adaJah Bupati J<epulauan Siau Tagulandang 

Blaro; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Keputauan Siau Tagulandang Biaro sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Oaerah; 

5. Perusahaan Daerah /1,jr Minum yang selanjutnya disingkat 
PDAM adalah Sadan Usaha Mllik Daerah; 

6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM; 
7. D!reksl adalah unsur plmpinan Perusahaan Daerah AJr Minum 

Kabupaten Keputauan Siau Tagulandang Biaro; 
8. Jasa Produksl adalah laba bersih setelah dikurangi dengan 

penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar 
dalam perusahaan; 

9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bopatl J<epulauan 
Slau Tagulandang Biaro. 



BABII 
KEOUDUKAN 

Pasal 2 
(1) Kedudukan PfflJsahaan Oaerah Air Minum berada di bawah 

dan bertanggung jawab Kepada Bupati; 
(2) Perusahaan Daerah Air Minum diselenggarakan atas Dasar 

Asas EJconomi Pancasita yang menjamin kelangsungan 
demokrasl ekonomi dan beffungsl sebagal upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat; 

(3) Perusahaan Daerah Air Minum sehari-hari dipimpln oteh 
seorang Direk.si yang diangkat dan diberhentikan deogan 
Keputusan Kepala Daerah. 

Pasal 3 
Perusahaan Daerah lni berkedudukan hukum di Ibu Kota 
Kabupaten Kepulauan Slau Tagulandang Biaro dan cabang­ 
cabangnya di seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Slau 
TagWJndang Biaro. 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Mlnum Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari : 
a. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah selaku Pemilik 

Modal; 
b. Dewan Pengawas; 
c. Direksi. 

BAB IV 
PENGANGKATAN 

Pasal 5 
(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah 

Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang 
diangkat oleh Bupati; 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatl; 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebaga!mana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dlangkat seorang sebagal Ketua merangkap 
anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota 
dengan Keputusan Bupati; 

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan 
jumlah pelanggan dengan ketentuan: 
a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pefanggan 

sampal dengan 30.000; 
b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di 

atas 30.000. 
(5) PenenbJan jumlah Dewan Pengawas sebagairnana dimak.sod 

pada ayat (4) ditakukan berdasarkan asas eflslensi 
pengawasan dan efektivltas pengambilan keputusan. 

Pasal 6 
(1) Masa Jabatan anggota Dewan Peogawas paling lama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa 
}abatan; 

(2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 
kinerja dalam melakukan pengawasan terhadaP pelaksanaan 
keglatan Direksl dan kemampuan POAM dalam men!ngkatkan 
kinerja pelayanan air mlnum kepada masyarakat 

Pasal 7 
(1) Direksi diangkat oleh BupaU atas usul Dewan Pengawas 

clengan persetujuen DPRD; 
(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan &.,pati; 
(3) Jumlah Dlreksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan 

POAM dengan ketentuan: 
a. 1 (satu) orang Dlreksi untuk Jumlah pelanggan sampai 

dengan 30.000; 
b. paling banyak 3 (tiga) orang Direlcsi untuk jumlah 

pelanggan dari 30.001 sampal dengan 100.000; 
c. paling banyak 4 (empat) Oi"ang Direksi untuk jumlah 

pelanggan di atas 100.000. 
(4) Penentuan Jumlah Direksi sebagaimaM dimaksud pada ayat 

(3) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efislensl 
dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM; 

(S) Direk.si berjumlah 3 (tiga) orang dan atau paling banyak 4 
(empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur 
utama berdasarkan penllaian terbaik atas hasi1 uji kelayakan 
clan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD ciao penilaian 
&.,pati terhadap seluruh Direlc.si; 

(6) Masa jabatan Dlreksi sebagaimana dimak.sud pada ayat (3) 
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 
(satu) kaH masa jabatan; 



(7) Pengangkatan kembali sebagalmana dimak.sud pad� ayat (6) 

bi' Nreks\ terbukti mampu menmgkatkan d1takukan apa a ...,, . . 
kinerja POAM dan pelayanan kebutuhan air mmum kepada 

masyarakat setiap tahun. 

Pasal 8 
. POAM narus memenuhi persyaratan dan Pengangkatan Pegawa, 

ditetapkan dengan Keputusan Bupatl. 

Pasal 9 . 
wai dilakukan se.telah mela1u, masa 

(1} Pengangkata\ peg� kat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 
percobaan pa 1dng sing k tentuan memenutn daftar penilaian 
(enam) bulan engan e . . . . lie: 
k""""' settee unsur paling sed1k.it bermla1 ba_ , 
�� percobaan sebagaimana d1maksud pada ayat 

(2) Selama masa . . 
(l) dilakukan penilaian mehpotl: 
a. loyalitas; 
b. kecakapan; 
c. kesehatan; 
d. kerjasama; 
e. kerajinan; 
f. prestasl kerja; dan 
g. kejujuran. . cot>aan c.alon pegawai tidak 

(4) Apabila ��';;ta�=ba:mana dimak.sud pada ayat (2) 
memenu , r-·-, d t ng pesangon 
dapat diberhentlkan tanpa men apa ua · 

BABV 
PEHBERHENTIAN 

Pasal 10 
(l} Anggo� Dewan Pengawas �rhentl karena : 

a. Masa jabatannya berakh1t, 
b. Menlnggal Ounia. . . 

(2) Anggota Dewan penqawas diberhentikan karena . 
a. Permintaan sendm; 
b Reorganisasl; h be kh·r· 
c. l(edudukan sebagai pejabat daerah te(a ra i., 
d. Menc,apai batas usla 65 (enam puluh ltma) tahun, 
e. lidak dapat melak.sanakan tugas; 
f. Melakukan tindakan yang merugikan POAM; eta; 
Q. Melakukan tinclakan atau bersikap yang berten ngan 

dengan kepentingan Daerah atau Negara. 1 
Pemberhentian anggota Dewan Pengawas set)aga mana 

(3) dimak.sud pada ayat (2) ditetapkan oleh Surat Keputusan 
Bupati. 

Pasal 11 
(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f dan 
huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati; 

(2) Pemberhentlan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 12 
(1) PaUng lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentfan sementara, 

Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan 
Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan 
diberhentikan atau direhabilitasi; 

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan 
rapat sebagaimana dlmak.sud pada ayat (1) pemberhentfan 
sementara batal demi hukum; 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang 
sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat; 

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan 
Pengawas merupakan tindakan Pidana • yang telah 
memperoleh kekuatan hokum tetap yang bersangkutan 
diberhentikan dengan tidak hormat 

Pasal 13 
(1} Direksi berhentf karena: 

a. masa jabatannya berakhir; dan 
b. me,inggal dunia. 

(2) Dlreksl dlberhentlkan karena: 
a. permintaan sendiri; 
b. reorganlsasi; 
c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; 
d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan 

dengan kepentingan Oaerah atau Negara; 
e. mencapal batas usia 60 (enam puluh) tahun; clan 
f. tidak dapat melaksanakan b.Jgasnya. 

(3) Pemberhentian Direksi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh Keputusan Bupatf. 

Pasal 14 
(1) Oireksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana 

dimak.sud c\alam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d 
diberhentikan sementara oleh Bupati at:as usul Dewan 
Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bu1an; 

(2) Pemberhentlan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati dlsertal dengan afasan 
dan diberitahukan kepada yang bersangkutan. 

Pasa1 15 
(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara 

sebagaimana dimaksud datam Pasal 14, Dewan Pengawas 
melakukan sidang yang dihadiri oleh dlreksl untuk 
menetaplcan yang bersangkutan diberhentikan atau 
direhabilitasl; 

(2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati 
untuk memberhentikan atau merehabilitasl; 



'. 

(3) Apabila datam persldangan sebagalmana dlmaksud pada ayat 
(1) Direksl tidak hadir tanpa atasan yang sah, yang 
bessangkutan dlanggap menerima hasil sidang Dewan 
Pengawas; 

(4) Apablla perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan 
tindak pidana dengan putusan ber.ialah dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan 
dlberhentlkan dengan tidak hormat 

Pasal 16 
(1) Pegawai POAM dapat dikenakan hukuman; 
(2) Jenls hukuman sebagalmana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. penundaan kenaikan gaji berka1a; 
d. penundaan kenaikan pangkat: 
e. penurunan pangkat; 
f. pembebasan jabatan; 
g. pemberhentian sementara; 
h. pemberhentlan dengan honnat; clan 
I. pemberhentlan dengan tidak hormat. 

(3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagalmana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksl. 

Pasal 17 

Pegawai dilarang: 
a. melakukan keglat.an yang merugikan POAM, Daerah dan/atau 

Negara; 
b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan 

bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; 
dan 

c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara. 

Pasal 18 
(1) Pegawai POAM diberhentikan sementara apabila diduga telah 

melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
dan/atau tindak pidana; 

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1} paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan 
pengadilan yang bef'kekuatan hukum tetap atas dugaan 
tindak pidana yang dilakukan. 

Pasal 19 
(1) Pegawai POAM yang dibementikan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18, mutal butan berikutnya diberikan 
50% (6ma pu1uh per seratus) darl gaji; 

{2) Oalam hal pegawai yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbuktl bersatah, 
pegawal yang bersangkutan harus dlpekerjakan kembali 
dalam jabatan yang sama dan bemak menerima sisa 
peoghasilan yang belum diterlma; 

{)) Dalam hal pegawal yang diberheotlkan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuktl bersalah. 
Dlreksi memberhentikan dengan tidak hormal 

Pasal 20 
(1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena: 

a. menlnggal dunfa; 
b. permintaan sendiri; 
c. tidak dapat melaksanakan tugas; 
d. tidak sehat yang dibuktlkan dengan surat keterangan dold:er; 
e. telah mencapal usia pensiun; dan/atau 
f. reorganfsasi, 

{2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan 
pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksl; 

{3) Pegawai yang diberhentikan sebagalmana dimaksud pada 
ayat {l) huruf b pelaksanaannya beriaku pada akhir bulan 
berikutnya. 

Pasar 21 
Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena: 
a. �nggar sompah pegawai dan/atau sumpah Jabatan; 
b. d1hukum berdasarl<an putusan pengadilan dalam perkara 

pldana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau 
c. merugikan keuangan PDAM. 

BAB VI 
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA 

Pasal 22 
(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksl 

pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyclesaian: 
Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direk.sl yang lama atau 
seorang Pejabat Struktural POAM sebagai Pejabat Sementara; 

{2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Oitetapkan dengan Keputusan Bupati; 

{3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
benaku palif29 lama 6 (enam) bulan; 

(4) Pejabat Sementara sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) 
tldak dllalrukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan. 



BAB VII 
PERSYARATAN 

Pasal 23 
Caton anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan: 
a. betas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 {enam puluh 

lima) tahun; 
b. menguasai manajemen PDAM; 
c. menycdiakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya; 
d. tldak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksl 
sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau 
kesamping termasuk menantu dan lpar. 

Pasal 24 
Calon Direksl memenuhi persyaratan: 
a. batas usia Dlreksi yang berasal dari luar POAM berumur paling 

tlnggl SO {lima puluh) tahun, dan Batas usia Direksi yang 
berasal dari POAM paling tlnggi SS {lima puluh lima) tahun; 

b. mempunyai pendidikan Sarjana Strata l {S-1); 
c. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal 

dari POAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 
tahun mengelola perusahaan bitgi yang bukan berasal dar1 
POAM yang dibuktikan dengan surat keterangan {referenSI) 
dari perusahaan sebelumnya dengan periilaian baik; 

d. \ulus pelatihan manajemen air minum di datam atau di luar 
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasl 
atau ijazah; 

e. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan mlsl 
POAM; 

r. bersedla bekerja penuh waktu; 
g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Waklt 

Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya 
sampal derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping 
termasuk menantu dan ipar; dan 

h. \ulus uji kelayakan dan kepatutan yang di1aksanakan oleh tim 
ahli yang ditunjuk oleh Bupati. 

Pasal 25 
(1) Direl<si di\arang memangku jabatan rangkap, yakni : 

a. jabatan struktural atau fungslonal pada instansi/lembaga 
Pemerintah Pusat clan Daerah; 

b. anggota Oirek.si pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan 
usaha swasta; 

c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 
pacla POAM; dan/atau 

d. jabatan \ainnya sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Oireksl tidak boleh mempunyai kepentlngan pribadl secara 
\angsung at:au tldak langsung yang dapat menimbulkan 
benturan kepentlngan pada POAM. 

Pasal 26 

Pengangkatan Pegawai POAM sebagaimana dlmaksud pada Pasal 
8 harus memenuhl persyaratan : 
a. Warga Negara Republik Indonesia; 
b. berkelakuan balk dan belum pemah dihukum; 
c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang 

dlperlukan; 
d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunJuk oleh 

Oi«ksi; 
e. usia paling tlnggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan 
r. lutus selekst. 

BAB VIII 
URAIAN TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 27 
Dewan Pengawas mempunyai tugas : • 
a. melaksanakan pengawasn, pengendalian dan pembinaan 

terhadap pengurusan dan pengololaan POAM; 
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta 

atau tldak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM 
antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang 
diajukan oleh Oireksi, rencana perubahan status kekayaan 
POAM, enca� pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, 
serta menenma, memerfksa clan atau menandatangani 
Laporan Trtwulan dan Laporan Tahunan; 

c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis 
(business plan/corporate plan), dan Reocana Bisnls dan 
Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati 
untuk mendapatkan pengesahan. 

Pasal 28 
Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27, mempunyaf wewenang : 
a. menilai kinerja Direksl datam mengelola POAM; 
b. men11ai Laporan Triwulan dan L.aporan Tahunan yang 

disampaikan Direkst untuk mendapat pengesahan Bupati; 
c. memlnta keterangan Direksi mengenal pengelolaan dan 

pengembangan PDAM; 
d. mengusulkan peogangkatan, pemberhentian sement:ara 

rehabilitasi dan pemberhentlan Direksi Kepada Bupati. ' 

Pasal 29 
{1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat 

dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan 
Ketua Dewan Perigawas; 

(2) Sekretar1at Dewan Pengawas sebagalmana dimaksud ada 
�dbet (1) beranggotakan paling banyak 3 (tlga) orang dan 

I bankan pacta Anggaran POAM; 
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Pasal 33 
(1) Dalam melak..sanakan b.Jgas Dlreksl Perusahaan Daerah Air 

Minum bertanggung jawab kep,ada Bupati· 
(2) Direksl dan Star Pelaksana dalam meiaksankan tugasnya 

bertanggung jawab secara berjenjang kepada Direk.sl. 

BABX 
KETENnlAN PENUTUP 

g. menjual, menjaminkan at.au melepaskan aset mllik PDAM 
berdasarkan persetujuan Bupati etas pertimbangan Dewan 
pengawas; 

h. melakukan plnjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan 
melakukan kerjasama dengan plhak lain dengan perseh!Juan 
Bupatl at.as pertimbangan Dewan Pengawas aset POAM. 

BAB IX 
TATA KERJA 

Pasal 34 
Peraturan �ti int mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan dengan penempatxannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. 
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Pasal 31 
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g 

ten:lirl dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; 
(2) Laporan Triwutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdlri 

dari laporan kegiatan operasiooal dan keuangan yang 
dlsampaikan kepada Dewan Pengawas; 

(3) Laporan Tahunan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan 
manajemen yang ditandat.anganl bersama Direksi dan Dewan 
Pengawas disampaikan kepada Bupati; 

(4) L.aporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dlsampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh} hari 
setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati 
paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterima; 

(5) Direkst menyebartuaskan L.aporan Tahunan melalui media 
maSSc1 paling lambat 15 (lima betas) hari setelah disahkan 
oleh Bupati; 

(6) Anggota Direksl at.au Dewan Pengawas yang tidak 
menandat.anganl Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. 

Pasal 32 
Oireksi dalam melaksanakan togas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 mempunyai wewenang: 
a. mengangkat dan memberherltikan pegawai PDAM 

berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM; 
b. menetapkan susuren organisasl dan tata kerja PDAM dengan 

persetujuan Dewan Pengawas; 
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah 

Direksl; 
d. mewakili POAM di dalam dan di luar pengadilan; 
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuat.an hukum mewakili 

POAM· r. mena�tangani L.aporan Triwulan dan L.aporan Tahunan; 

(3) Pembertukan Sekretariat Dewan Pengawas sebctgaimana 
dlmaksud pada ayat (1) clan ayat (2) memperhatikan eresiersr 
pemb!ayaan POAM. 

Pasal 30 
Dlreksi mempunyai togas: 
a. menyusun perenc.anaan, melakukan koordinasi dan 

peogawasan seluruh kegiatan operasional POAM; 
b. memblna pegawal; 
c. mengurus clan mengek>la kekayaan POAM; 
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; 
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan 

(business plan/corporate plan) yang disahkan deh xepede 
Oaerah melalui usul Dewan PenQawas; 

f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran 
Tahunan POAM yang merupakan penjabaran tahunan dart 
Renc.ana Strategis Sisnis (business p/dn/corporate plan) 
kepada Kepala Daerah melalu, Dewan Pengawas; 

g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan 
POAM. 
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Menimbang : a. bahwa dalam raogka menlngkatkan s.erta mewuJudkan peran llfusbi 
Kedl Menengah (IKM) dalam ITM'.!ngembangkan usaha, dlpandang pertu 
mengalokaslkan bantuan peri(uatan modal berupa dana ben]utir bagl 
TKM melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten 
Keputauan Siau Tagulandang Biaro; 

b. bahwa untuk kelancaran dan akuntabllltas • pengelolaan bantuan 
perkuatan bagl IKM pemJ adanya upaya untulc mengcmbangkan 
keglatan usahanya; 

c. bahwa berdasalitan pertlmbangan sebaga/mana dimaksud p.,da huruf 
a dan huruf b di atas, perlu dltctapkan dengan Peraturan OUpatl 
Kepulauan Siau Tagulandang Blaro. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perindusttian 
{Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1984 NOfnor 22, 
Tambahan L.embaran Negara Republlk lndonC!Sla Nomor 3274); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republlk Indonesfa Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan �mbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3611); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahon 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang &nlh dan Bebas dar1 Korupsl, Kolusl, dan Nepotlsme 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Repub!Jk Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahon 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahllli 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor 4286); 

S. Undang-Uodang Nomor 1 Tahon 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembilran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 NomQr SJ, 
Tambahan lembaran Negara Repubnk Indonesia Nomor 4355); 
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